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ABSTRACT

This study aims to analyze the relationship between law and business ethics as well as their implications
for sustainable business practices. The research method used is literature study (library research) by
reviewing various scientific sources, including books, journals, regulations, and relevant academic articles.
The findings indicate that law serves as a regulatory framework governing rights, obligations, and
minimum compliance in business activities, while business ethics functions as a normative guideline that
promotes the application of integrity, fairness, and social responsibility. The integration of both has been
shown to support the implementation of sustainability principles by enhancing corporate governance,
building public trust, and strengthening long-term competitiveness. However, challenges remain in the
form of gaps between legal norms and ethical practices, weak regulatory enforcement, and the complexity
of global dynamics affecting the business environment. Therefore, strengthening regulations, increasing
corporate ethical awareness, improving transparency, and fostering cross-stakeholder collaboration are
required to realize fair, sustainable, and socially-oriented business practices.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan hukum dan etika bisnis serta implikasinya terhadap
praktik bisnis berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur (library research)
dengan menelaah berbagai sumber ilmiah, antara lain buku, jurnal, regulasi, dan artikel akademik yang
relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum berperan sebagai kerangka regulatif yang mengatur
hak, kewajiban, serta kepatuhan minimum dalam aktivitas bisnis, sedangkan etika bisnis berfungsi sebagai
pedoman normatif yang mendorong penerapan nilai integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial.
Integrasi keduanya terbukti mendukung implementasi prinsip keberlanjutan dengan meningkatkan tata
kelola perusahaan, membangun kepercayaan publik, serta memperkuat daya saing jangka panjang.
Meskipun demikian, tantangan masih ditemui dalam bentuk kesenjangan antara norma hukum dan praktik
etis, lemahnya penegakan regulasi, serta kompleksitas dinamika global yang memengaruhi dunia usaha.
Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kesadaran etika korporasi, transparansi, dan
kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk mewujudkan praktik bisnis yang adil, berkelanjutan, dan
berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Hukum bisnis, Etika bisnis, Praktik berkelanjutan, Tata kelola perusahaan.

PENDAHULUAN
Dalam era globalisasi dan kompetisi bisnis yang semakin kompleks, hukum bisnis dan etika bisnis
menjadi aspek fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari praktik dunia usaha. Keduanya berperan
sebagai pedoman normatif yang memastikan aktivitas bisnis berjalan dalam koridor kepatuhan hukum
sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Di tengah meningkatnya kesadaran global terhadap isu
lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik, integrasi antara hukum dan etika
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bisnis menjadi semakin penting dalam mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan (Carroll & Brown,
2018).

Bisnis pada hakikatnya tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga
memiliki tanggung jawab sosial dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian
lingkungan. Akan tetapi, praktik bisnis yang berorientasi murni pada profit sering kali menimbulkan
dampak negatif, seperti pelanggaran hak konsumen, eksploitasi tenaga kerja, hingga pencemaran
lingkungan (Santoso, 2021). Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat penerapan
hukum bisnis sebagai landasan regulatif sekaligus menginternalisasi etika bisnis sebagai pedoman moral
agar tercapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Di Indonesia, regulasi hukum bisnis telah dituangkan dalam berbagai peraturan, seperti Undang-
Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Peraturan ini dirancang untuk menciptakan kepastian hukum dan mendorong praktik
bisnis yang sehat. Namun demikian, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi tantangan serius,
antara lain lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran etis pelaku usaha, serta tekanan kompetisi
yang mendorong perilaku bisnis tidak etis (Agustina, 2022). Kondisi ini menegaskan bahwa keberadaan
hukum saja tidak cukup, melainkan perlu ditopang oleh etika bisnis sebagai instrumen moral yang
mendorong pelaku usaha melampaui kepatuhan formal.

Etika bisnis, menurut Jones (1991), merupakan dimensi yang berkaitan dengan moralitas dalam setiap
aktivitas ekonomi. Perusahaan yang menjunjung tinggi etika akan lebih mudah membangun reputasi
positif dan memperoleh kepercayaan publik. Sebaliknya, perusahaan yang mengabaikan etika bisnis
cenderung menghadapi risiko jangka panjang, baik dari sisi reputasi maupun keberlanjutan usahanya
(Barney, 1991). Hal ini memperlihatkan pentingnya sinergi antara hukum dan etika bisnis dalam
menciptakan tata kelola perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis keterkaitan antara hukum
dan etika bisnis serta implikasinya terhadap praktik bisnis berkelanjutan. Permasalahan yang muncul
adalah adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik etika di lapangan, lemahnya penegakan
regulasi, serta rendahnya internalisasi nilai moral dalam aktivitas korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk
memahami peran hukum bisnis dalam menciptakan kepastian hukum, menelaah kontribusi etika bisnis
dalam mendorong perilaku korporasi yang bertanggung jawab, serta menjelaskan bagaimana integrasi
keduanya dapat memperkuat implementasi prinsip triple bottom line yang berorientasi pada profit, people,
dan planet. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi
pengembangan kajian hukum dan etika bisnis, serta kontribusi praktis dalam mendorong terciptanya iklim
usaha yang adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu pendekatan yang
berfokus pada pengumpulan data dan informasi dari berbagai literatur yang relevan dengan topik hukum
bisnis, etika bisnis, serta praktik bisnis berkelanjutan. Literatur yang digunakan mencakup buku akademik,
artikel jurnal ilmiah, prosiding konferensi, peraturan perundang-undangan, serta laporan penelitian
terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema kajian.

Pendekatan kepustakaan dipilih karena penelitian ini tidak berorientasi pada data empiris lapangan,
melainkan bertujuan untuk menelaah, mengkaji, dan mensintesis gagasan, konsep, serta hasil penelitian
sebelumnya. Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai
keterkaitan antara hukum bisnis dan etika bisnis serta menganalisis implikasinya terhadap praktik bisnis
berkelanjutan di Indonesia.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, pengumpulan literatur dengan
menyeleksi sumber pustaka yang relevan dan terkini dari basis data akademik maupun regulasi formal di
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Indonesia. Kedua, klasifikasi data, yaitu memilah literatur berdasarkan tema utama seperti konsep hukum
bisnis, prinsip etika bisnis, regulasi yang berlaku, serta teori keberlanjutan. Ketiga, analisis isi (content
analysis) dilakukan dengan menginterpretasikan data yang diperoleh untuk menemukan pola, hubungan,
dan perbedaan pandangan antar literatur. Keempat, sintesis hasil analisis, yaitu menyusun temuan
penelitian dalam bentuk narasi yang menjelaskan bagaimana hukum bisnis dan etika bisnis saling
berinteraksi dan memengaruhi praktik bisnis berkelanjutan.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis berupa pemahaman
konseptual mengenai integrasi hukum bisnis dan etika bisnis, serta kontribusi praktis dalam memberikan
rekomendasi bagi pelaku usaha, regulator, dan pemangku kepentingan lain agar dapat mendorong
terciptanya praktik bisnis yang etis, patuh hukum, dan berorientasi pada keberlanjutan.

PEMBAHASAN
Peran Hukum Bisnis dalam Mengatur Aktivitas Ekonomi
Hukum bisnis merupakan perangkat normatif yang dirancang untuk menciptakan keteraturan,
kepastian, dan keadilan dalam aktivitas ekonomi. Literatur menyebutkan bahwa keberadaan regulasi bisnis
tidak hanya berfungsi melindungi kepentingan pelaku usaha, tetapi juga masyarakat luas dan lingkungan
(Santoso, 2021). Di Indonesia, perangkat hukum yang menjadi landasan utama meliputi Undang-Undang
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, hingga Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Regulasi-regulasi tersebut memperlihatkan bahwa negara berupaya menyeimbangkan
kepentingan ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Namun, temuan literatur menunjukkan adanya gap antara norma hukum yang tertulis dengan realitas
implementasi di lapangan. Penegakan hukum yang lemah, birokrasi yang kompleks, serta tumpang tindih
peraturan sering kali menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku bisnis. Akibatnya, masih banyak praktik
bisnis yang melanggar aturan seperti pelanggaran hak pekerja, pencemaran lingkungan, serta manipulasi
konsumen (Agustina, 2022). Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum bisnis, meskipun esensial, belum
sepenuhnya efektif dalam mengendalikan perilaku korporasi tanpa didukung mekanisme etis yang kuat.

Etika Bisnis sebagai Dimensi Moral dalam Bisnis

Etika bisnis dipahami sebagai seperangkat nilai dan prinsip moral yang membimbing perilaku pelaku
usaha dalam setiap pengambilan keputusan (Jones, 1991). Berbeda dengan hukum yang bersifat memaksa
(enforceable), etika bersifat sukarela (voluntary) dan berakar pada kesadaran internal. Sejumlah penelitian
(Barney, 1991; Panggabean, 2019) menegaskan bahwa perusahaan yang menempatkan etika sebagai
fondasi manajemen mampu membangun reputasi positif, loyalitas konsumen, serta kepercayaan publik.

Etika bisnis tidak hanya mencakup kejujuran dan transparansi, tetapi juga mencakup tanggung jawab
sosial terhadap pekerja, masyarakat, serta kelestarian lingkungan. Dalam konteks bisnis global, prinsip-
prinsip etika seperti corporate social responsibility (CSR) dan good corporate governance (GCG) menjadi
instrumen penting untuk menjaga legitimasi perusahaan. Namun, di Indonesia, implementasi etika bisnis
sering kali masih bersifat formalitas. Banyak perusahaan melaporkan kegiatan CSR hanya sebatas
memenuhi regulasi, bukan sebagai wujud komitmen etis yang mendalam.

Integrasi Hukum dan Etika dalam Praktik Bisnis Berkelanjutan

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa hukum dan etika merupakan dua aspek yang saling
melengkapi. Hukum menyediakan kerangka formal yang menjamin Kketeraturan, sedangkan etika
memperkuat dimensi moral dalam pengambilan keputusan. Kombinasi keduanya mampu menciptakan
praktik bisnis berkelanjutan yang berorientasi pada profitabilitas, kesejahteraan masyarakat (people), serta
kelestarian lingkungan (planet).

Dalam praktiknya, perusahaan yang hanya mengandalkan hukum tanpa mempertimbangkan etika
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cenderung berfokus pada kepatuhan minimum (compliance), sementara perusahaan yang menjadikan etika
sebagai landasan strategis lebih mampu memperoleh legitimasi jangka panjang. Contohnya, perusahaan
yang tidak sekadar mematuhi Undang-Undang Lingkungan, tetapi juga menerapkan inovasi ramah
lingkungan dalam rantai produksinya, mampu menciptakan competitive advantage di pasar global.

Tantangan Implementasi di Indonesia

Studi literatur mengidentifikasi sejumlah tantangan besar dalam penerapan hukum dan etika bisnis di
Indonesia. Pertama, masih lemahnya penegakan hukum menyebabkan pelanggaran sering tidak mendapat
sanksi yang memadai, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Kedua, kesadaran etis di kalangan pelaku
usaha masih rendah, terutama di sektor usaha kecil dan menengah yang lebih berorientasi pada keuntungan
jangka pendek. Ketiga, tekanan kompetisi global mendorong sebagian perusahaan mengabaikan aspek
moral demi efisiensi biaya. Keempat, regulasi yang tumpang tindih dan berubah-ubah menimbulkan
ketidakpastian hukum, sehingga pelaku usaha cenderung mencari celah untuk menghindari kewajiban
formal.

Selain itu, budaya organisasi juga berperan penting. Banyak literatur menekankan bahwa perusahaan
yang tidak menginternalisasikan etika dalam nilai dan budaya organisasinya akan sulit mempertahankan
praktik bisnis yang konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa selain faktor eksternal berupa regulasi, faktor
internal berupa kesadaran dan komitmen manajemen juga sangat menentukan.

Implikasi terhadap Bisnis Berkelanjutan

Integrasi hukum dan etika memiliki implikasi langsung terhadap terciptanya praktik bisnis
berkelanjutan. Hukum memberikan batasan minimum yang wajib ditaati, sedangkan etika mendorong
pelaku usaha untuk melangkah lebih jauh dalam mewujudkan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Ketika kedua aspek ini berjalan beriringan, perusahaan tidak hanya mampu meraih profit, tetapi juga
memperoleh legitimasi sosial dan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

Implikasi positif lainnya adalah meningkatnya transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik
terhadap dunia usaha. Sebaliknya, jika hukum diabaikan dan etika diabaikan, maka praktik bisnis
cenderung eksploitatif, merusak lingkungan, dan menimbulkan krisis kepercayaan. Dalam jangka panjang,
kondisi ini dapat merugikan tidak hanya perusahaan, tetapi juga perekonomian nasional.

Etika Bisnis dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan

Prinsip triple bottom line yang diperkenalkan oleh Elkington (1997) menekankan bahwa keberhasilan
perusahaan tidak hanya diukur dari keuntungan (profit), tetapi juga dari kontribusi terhadap masyarakat
(people) dan lingkungan (planet). Prinsip ini Kini menjadi standar global dalam menilai praktik bisnis
berkelanjutan.Dalam konteks hukum, Indonesia telah memiliki regulasi terkait lingkungan hidup (UU No.
32/2009) dan kewajiban CSR bagi perusahaan (UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas). Namun,
literatur akademik (Santoso, 2021) menunjukkan bahwa kepatuhan formal terhadap regulasi belum
menjamin terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Banyak perusahaan melaksanakan CSR hanya untuk
memenuhi kewajiban hukum, bukan sebagai wujud komitmen moral. Hal ini mengonfirmasi pandangan
Carroll (1991) tentang piramida tanggung jawab sosial perusahaan, bahwa tingkat tertinggi tanggung
jawab bisnis adalah tanggung jawab etis dan filantropis, bukan sekadar kepatuhan hukum.

Hubungan dengan Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Dalam praktik modern, integrasi hukum dan etika bisnis tercermin dalam konsep good corporate
governance (GCG). Menurut Cadbury Report (1992), GCG mencakup prinsip keterbukaan (transparency),
akuntabilitas (accountability), tanggung jawab (responsibility), independensi (independency), dan
kewajaran (fairness). Prinsip-prinsip ini sejatinya merupakan perwujudan dari hukum dan etika
sekaligus.Di Indonesia, penerapan GCG masih menghadapi tantangan besar. Penelitian oleh Panggabean

Penerhit: — e e v |
LKISPOL (Lembaga Kajian Iimu Sosial dan Politik) 309 Indexed [(OC gle (7 GARUDA

redaksigovernance@gmail.com//admin@IKispol.or.id
SINTA 5 ||PKPINDEX|| F_Jone



mailto:redaksigovernance@gmail.com
mailto:redaksigovernance@gmail.com

GOVERNANCE: Jurnal llmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 12 Nomor 2 Desember 2025

(2019) menemukan bahwa banyak perusahaan publik melaksanakan laporan GCG sebagai formalitas
administratif, bukan sebagai bentuk internalisasi nilai. Hal ini memperlihatkan kesenjangan antara
kepatuhan hukum dengan komitmen etis. Padahal, literatur internasional (Solomon, 2017) menunjukkan
bahwa perusahaan yang sungguh-sungguh menerapkan GCG cenderung memiliki kinerja finansial dan
non-finansial lebih baik, termasuk dalam aspek keberlanjutan.

Perspektif Stakeholder Theory

Freeman (1984) melalui stakeholder theory menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung
jawab kepada pemegang saham (shareholders), tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan,
termasuk pekerja, konsumen, masyarakat, dan lingkungan. Perspektif ini memperkuat pentingnya integrasi
hukum dan etika dalam bisnis. Hukum memberikan batas minimal yang harus ditaati, sementara etika
memperluas tanggung jawab perusahaan terhadap kepentingan pihak lain yang tidak selalu terlindungi
oleh aturan formal.Contohnya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999) memang
mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar. Namun secara etis, perusahaan
seharusnya tidak hanya mematuhi aturan, melainkan juga proaktif dalam memberikan edukasi kepada
konsumen agar tidak terjadi asimetri informasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Donaldson & Preston
(1995) yang menekankan bahwa legitimasi perusahaan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana ia
memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan.

Dinamika Globalisasi dan Etika Bisnis

Globalisasi memperluas kompleksitas hubungan antara hukum dan etika bisnis. Menurut Scherer &
Palazzo (2011), perusahaan multinasional tidak lagi hanya tunduk pada hukum nasional, tetapi juga
dituntut untuk mematuhi norma etika global yang muncul dari tekanan masyarakat internasional. Contoh
nyata adalah standar ESG (Environmental, Social, and Governance) yang kini menjadi indikator penting
dalam investasi global.Perusahaan yang gagal memenuhi standar ESG sering kali mendapat sanksi sosial
berupa penurunan reputasi dan berkurangnya minat investor. Meskipun tidak selalu diwajibkan secara
hukum, tekanan pasar dan opini publik menjadikan ESG sebagai kewajiban etis yang tak terhindarkan. Di
Indonesia, tren ini mulai terlihat dengan meningkatnya adopsi laporan keberlanjutan (sustainability
reporting) oleh perusahaan-perusahaan besar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Studi Kasus — PT Pertamina RU V Balikpapan

Pada tahun 2018, terjadi insiden kebocoran pipa milik PT Pertamina RU V Balikpapan yang
menyebabkan tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. Peristiwa ini berdampak serius terhadap lingkungan
laut, kehidupan masyarakat pesisir, hingga menimbulkan korban jiwa. Dari sudut pandang hukum bisnis,
insiden tersebut menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem pengawasan infrastruktur serta
lambatnya mekanisme pemberian kompensasi kepada pihak yang terdampak. Kondisi ini menguji
penerapan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang
mewajibkan perusahaan bertanggung jawab penuh terhadap pencemaran yang ditimbulkannya.

Dari aspek etika bisnis, kasus ini menyoroti kesenjangan antara kepatuhan formal terhadap peraturan
dan penerapan nilai moral dalam operasional perusahaan. Pasca insiden, Pertamina berupaya memulihkan
reputasi dengan melaksanakan berbagai program tanggung jawab sosial seperti pelestarian lingkungan,
pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar, hingga pengembangan proyek Refinery Development Master
Plan (RDMP) yang bertujuan meningkatkan keselamatan dan mengurangi risiko pencemaran di masa
depan.

Jika dikaitkan dengan teori hukum dan etika bisnis, kasus Balikpapan menegaskan bahwa aturan
hukum hanya berfungsi sebagai batas minimum yang harus dipatuhi. Untuk menjaga keberlangsungan
usaha sekaligus kepercayaan publik, perusahaan perlu menginternalisasi etika bisnis, memperkuat prinsip
Good Corporate Governance (GCG), serta menjadikan CSR sebagai sarana pemulihan dan pencegahan,

Penerhit: — e e v |
LKISPOL (Lembaga Kajian Iimu Sosial dan Politik) 310 Indexed [(OC gle (7 GARUDA

redaksigovernance@gmail.com//admin@IKispol.or.id
SINTA 5 ||PKPINDEX|| F_Jone



mailto:redaksigovernance@gmail.com
mailto:redaksigovernance@gmail.com

GOVERNANCE: Jurnal llmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 2 Desember 2025

bukan hanya sekadar pencitraan.
Tabel 1: Perbandingan Aspek Regulasi, Etika Bisnis, dan Kondisi Lapangan pada Insiden

Kebocoran Pipa Pertamina Balikpapan

Aspek Perspektif Hukum | Perspektif Etika Bisnis | Fakta Lapangan di
Bisnis Balikpapan
Kepatuhan Berdasarkan UU No. 32 | Etika menuntut | Tumpahan minyak tahun
Regulasi Tahun 2009, perusahaan | perusahaan 2018 merusak habitat laut dan
diwajibkan melakukan | mengedepankan mengganggu kehidupan
pemulihan lingkungan | keamanan publik serta | nelayan. Proses kompensasi
dan memberikan | kelestarian ekosistem. dinilai lambat dan tidak
kompensasi bila terjadi sepenuhnya memenuhi
pencemaran. ekspektasi masyarakat.
Akuntabilitas | Hukum  menegaskan | Secara etis, perusahaan | Pertamina menghadapi
prinsip strict liability, | perlu jujur, terbuka, dan | tuntutan hukum dan tekanan
yakni tanggung jawab | peduli terhadap pihak | sosial untuk segera
langsung  perusahaan | terdampak. memperbaiki kerusakan serta
terhadap kerugian lebih  transparan  dalam
akibat aktivitasnya. informasi publik.
Tata Kelola | Prinsip-prinsip tata | Nilai moral mendorong | Pasca insiden, Pertamina
(GCG) kelola (transparansi, | perusahaan agar tidak | menginisiasi proyek RDMP
akuntabilitas, sekadar memenuhi | Balikpapan untuk
independensi, dan | aturan, melainkan juga | meningkatkan standar
keadilan) wajib | berupaya mencegah | keselamatan  kilang  dan
dijalankan dalam setiap | dampak buruk di masa | memperkuat sistem
aktivitas bisnis. depan. pengawasan internal.
Tanggung UU Perseroan Terbatas | CSR seharusnya menjadi | Pertamina Balikpapan
Jawab Sosial | mewajibkan BUMN | bukti kepedulian nyata, | menjalankan program CSR
(CSR) untuk  melaksanakan | bukan sekadar formalitas. | seperti pemberdayaan
CSR sebagai bentuk UMKM, ketahanan pangan,
kontribusi sosial. dan pelestarian lingkungan.
Namun, masyarakat menilai
dampaknya belum sepadan
dengan  kerugian  akibat
insiden.

Sumber: Data diolah penulis (2025).

KESIMPULAN

Dari hasil kajian literatur, pembahasan teoritis, serta penguatan melalui studi kasus PT Pertamina RU
V Balikpapan, dapat dipahami bahwa hukum bisnis dan etika bisnis adalah dua aspek yang saling
melengkapi dalam membentuk praktik usaha yang berkelanjutan. Hukum bisnis menyediakan aturan
normatif yang mengikat seluruh kegiatan ekonomi, sedangkan etika bisnis berperan memberikan pijakan
moral yang mendorong perusahaan bertindak lebih jauh daripada sekadar memenuhi persyaratan hukum.

Keterpaduan antara kedua aspek tersebut terbukti mampu memperkuat legitimasi perusahaan,
meningkatkan kepercayaan publik, dan mendukung implementasi triple bottom line yang menekankan
keseimbangan keuntungan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Kasus tumpahan
minyak di Teluk Balikpapan tahun 2018 menjadi contoh nyata bahwa kepatuhan hukum saja tidak cukup
untuk mencegah dampak negatif bagi masyarakat dan ekosistem. Peristiwa tersebut menekankan perlunya
internalisasi etika, penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), serta penguatan program
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tanggung jawab sosial (CSR) yang benar-benar menyasar pemulihan lingkungan dan pemberdayaan
masyarakat.

Walaupun langkah perbaikan telah dijalankan, seperti pengembangan program CSR dan
implementasi proyek Refinery Development Master Plan (RDMP), masih terdapat sejumlah kendala,
antara lain lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih regulasi, rendahnya kesadaran etis sebagian
pelaku usaha, serta tekanan kompetisi global yang seringkali mendorong orientasi jangka pendek.

Penggabungan hukum dan etika bisnis tidak boleh dipandang hanya sebagai kewajiban formal,
melainkan sebagai strategi penting untuk menjamin keberlangsungan usaha di Indonesia. Kesuksesan
dalam menyinergikan kedua aspek ini akan menciptakan iklim bisnis yang transparan, adil, dan
berintegritas, sekaligus memberi kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, perlindungan
lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kasus Balikpapan menunjukkan bahwa hanya
dengan penegakan hukum yang konsisten, internalisasi nilai-nilai etis dalam budaya perusahaan, dan
komitmen pada prinsip keberlanjutan, kepercayaan publik dapat dipulihkan dan keberlangsungan
korporasi dapat terjaga dalam jangka panjang.
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